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BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR 17 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANG LEBONG, 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 
354 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
201 7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Rejang Lebong tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ; 

2 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia . 
Nomor 4700); 

4 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Udang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republ~ 
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Indonesia N omor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Serlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Sengkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2854); 

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 10); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 590); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu 
Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 
Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 
Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15); 



Menetapkan 

13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 
Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 5); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 
2007 Nomor 1 Seri E); 

15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 
133); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 
2021 Nomor 161); 

17. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2022 
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong Tahun 2022 Nomor 674). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 
2023. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil 
Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

DPRD Kabupaten Rejang Lebong. 
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7. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 
dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD 
Kabupaten Rejang Lebong. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah APBD Kabupaten Rejang Lebong. 

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

11. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun 
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala 
daerah. 

13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta 
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran 
yang diberikan kepada setiap OPD untuk setiap program sebagai acuan 
dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum dibahas bersama DPRD. 

15. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah 
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau 
dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD 
yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai 
dasar penyusunan rancangan APBD. 

16. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disebut Renja 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

BAB II 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 

(1) Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 merupakan 
landasan dalam penyusunan perubahan KUA-PPAS untuk menyusun 
perubahan rancangan APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023. 

(2) Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 
sampai dengan triwulan II tahun berjalan. 

(3) Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menguraikan perubahan program dan 
kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. 

Pasal 3 

(1) Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 disusun dengan 
sistematika sebagai berikut : 
a. Bab I Pendahuluan 
b . Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan 
c. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah 
d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 
e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 
f. Bab VI Penutup 



(2) Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

Pasal 4 

( 1) Kepala OPD wajib melaksanakan perubahan RKPD dengan melakukan 
perubahan Renja. 

(2) Kepala OPD melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perubahan 
Renja yang dilaksanakan pada tahun 2023. 

Pasal 5 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 
21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong Tahun 2023, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 
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KATAPENGANTAR 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya dalam 

membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 ini dapat disusun 

dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. 

Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun 2023 ini disusun 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri 

dalarn Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah. Dimaksudkan untuk menjadi referensi dalarn penyusunan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (T APD), 

serta acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) 

bagi Unit-unit Organisasi dilingkup Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. 

Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum 

Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

Perubahan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 

Perubahan dan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran 

Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2023. 

Pada bagian narasi disajikan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD 

Tahun 2022 dan sampai dengan triwulan kedua tahun 2023, sedangkan rencana 

anggaran, pagu indikatifnya disajikan pada bagian lampiran yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 . 
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•--------____ R .. __ >,,, 

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang 

berkontribusi dalam penyelesaian dok:urnen ini, jajaran aparat di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Rejang Lebong dan masyarakat yang telah mendukung penyusunan dokumen 

perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023. Semoga apa yang dirumuskan 

dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan 

Kabupaten Rejang Lebong yang lebih sejahtera. 

Akhimya, semoga perubahan RKPD ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan 

semua pihak. 

Curup, 2023 
KEPALA BAPPEDA 

KABUP A TEN REJANG LEBONG, 

{@~_"-___ _ 
KHIRDES LAPENDO PASJU, S.STP, M. Si 

Pembina Utama Muda 
Nip. 19811228 200012 1 001 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya dalam 

membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 ini dapat disusun 

dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. 

Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun 2023 ini disusun 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri 

dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah. Dimaksudkan untuk menjadi referensi dalam penyusunan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), 

serta acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) 

bagi Unit-unit Organisasi dilingkup Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. 

Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum 

Perubahan APBD (KUP A) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

Perubahan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 

Perubahan dan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran 

Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2023. 

Pada bagian narasi disajikan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD 

Tahun 2022 dan sampai dengan triwulan kedua tahun 2023, sedangkan rencana 

anggaran, pagu indikatifnya disajikan pada bagian lampiran yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023. 
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Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang 

berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran aparat di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Rejang Lebong dan masyarakat yang telah mendukung penyusunan dokumen 

perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023. Semoga apa yang dirumuskan 

dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan 

Kabupaten Rejang Lebong yang Jebih sejahtera. 

Akhimya, semoga perubahan RKPD ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan 

semua pihak. 

Curup, 2023 
KEP ALA BAPPEDA 

KABUPATEN REJANG LEBONG, 

({!?~ _""\ ___ _ 
KHIRDES LAPENDO PASJU, S.STP, M. Si 

Pembina Utama Muda 
Nip.19811228 200012 l 001 
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1.1. Latar Belakang 

BABI 
PENDAHULUAN 

Rl:JANG LEBONG 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional mengamanatkan bahwa penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

merupakan dok:umen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu satu tahun. 

Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat 

dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, rneliputi: 1) 

Perkernbangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka 

ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; 

dan/atau 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya 

harus digunakan untuk tahun berjalan. 

Terjadinya perubahan asumsi dan kondisi eksisting, mempengaruhi perubahan 

kebijakan pengelolaan sumberdaya dan arah kebijakan pembangunan daerah, maka RKPD 

Tahun 2023 perlu disesuaikan dengan perubahan tersebut. Perubahan RKPD Tahun 2023 

yang terkait dengan perubahan asumsi dari Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2023 antara lain dengan melihat perkembangan perubahan kondisi dan realisasi 

capaian kegiatan tahun berjalan, serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi 

makro ditingkat nasional, regional dan lokal yang berimbas pada perkembangan kondisi 

anggaran di daerah. 

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan dan kondisi terkini yang 

mempengaruhi perkembangan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong, maka pemerintah 

Kabupaten Rejang Lebong berupaya mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat dalam 

upaya mengatasi berbagai persoalan sosial ekonomi kemasyarakatan serta melakukan 

perbaikan dan percepatan pembangunan. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat kearah yang lebih baik lagi, oleh karena itu perlu 

adanya Perubahan RKPD. 
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Adapun perubahan perencanaan tahun berjalan dalam dokumen RKPD Kabupaten 

Rejang Lebong disebabkan beberapa hal sebagai berik:ut: 

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan 

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan 

kegiatan prioritas daerah; 

2. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan 

baru/kegiatan altenatif, penarnbahan atau pengurangan target kinerja dan pagu 

kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; 

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus 

dipergunakan dalam tahun berjalan; 

4. Penyesuaian terhadap pencapaian target indikator kinerja Visi dan Misi Kepala Daerah 

(Bupati dan Wakil Bupati) terpilih; 

5. Perubahan RKPD tahun 2023 ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; serta 

6. Memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD 

berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bemegara, 

pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan 

pembangunan nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan 

RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, 

perubahan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah 

menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan perubahan 

PPAS untuk penyusunan perubahan APBD tahun 2023. 

Penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 sebagai 

rencana kebijakan pembangunan tahunan, dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang 

sedang berkembang serta mengakomodir perubahan internal dan ekstemal yang terjadi di 

Kabupaten Rejang Lebong. 

1.2. Maksud Dan Tujuan 

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan 

RKPD adalah dokumen perubahan Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau 

disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disusun dengan 

mak:sud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. 

Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di 
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Kabupaten Rejang Lebong dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan 

perubahan PPAS Tahun 2023. 

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RKPD 

Penyusunan Perubahan RKPD sebagai dasar dan acuan penyusunan Rencana Perubahan 

APBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­

Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6485); 

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6178); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

15. Peraturan Pemerintah N omor 72 T ahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794); 

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pernbangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1 0); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pernbangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah N omor 13 T ahun 2019 ten tang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nornor 288); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 ); 
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

28. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana 

Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 402); 

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

30. Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor .... Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 ( Lembaran Daerah 

Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor ..... .. ); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 1 Seri E); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-

2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong 

(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133); 

34. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 Nomor 674); 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika dan Kerangka Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong 

sebagai berikut : 
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BABI 

REJANG LEBONG 

PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, 

maksud, tujuan dan dasar hukum serta pertimbangan perubahan yang disertai 

dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi Daerah; 

BAB II EV ALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 

BERKENAAN 

Bab ini memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 serta hasil 

evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2023 sampai Triwulan II; 

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 

Bab ini menjelaskan tentang arah kebijakan nasional, kondisi ekonomi tahun 

lalu, perubahan asumsi makro ekonomi dan proyeksi perubahan kerangka 

keuangan daerah tahun 2023; 

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan 

daerah berdasarkan hasil analisis terhadap basil evaluasi pelaksanaan RKPD 

Tahun 2023 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. 

BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

Bab ini menjelaskan mengenai rencana perubahan program dan kegiatan 

prioritas daerah dalam perubahan RKPD, memuat kegiatan lanjutan tahun 

sebelumnya, pergeseran kegiatan antar OPD, Penghapusan Kegiatan, 

Penambahan kegiatan baru/ kegiatan altematif, penambahan atau pengurangan 

target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami 

perubahan dan yang tidak rnengalami perubahan; 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang hal-hal yang dianggap perlu dan pokok yang 

termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD, sebagai pedoman bagi 

semua pihak dalam melaksanakan Perubahan RKPD sesuai dengan ketentuan 

perundangan yang berlaku. 
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BAB VI 
PENUTUP 

REJANG LEBONG 

Perubahan RKPD sebagai pedoman kerja pernerintah daerah sangat penting sebagai 
roadmap tahunan pencapaian visi daerah. Perubahan RKPD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023 rnernuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah, memuat kompilasi basil 
evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023 sampai dengan Triwulan 11, memuat pergeseran 
kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penarnbahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelornpok sasaran yang 
mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan, memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan terutama penyesuaian terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah 
Terpilih. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus 
untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. 

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mendorong semakin meningkatnya peran publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui perencanaan partisipati f 
antara lain dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana 
kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional. Tingkat keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong selain ditentukan oleh kinerja 
jajaran pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat dan swasta untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat 
Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan V isi dan Misi yang tertuang dalam Dokumen 
RPJMD dapat terwujud secara optimal. 
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